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	8. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
#8
PROSES BISNIS
PERMOHONAN SBU &
SKK-K
 


	9. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #9
PROSES BISNIS PENGAJUAN
PERMOHONAN SKK-K BARU
PEMOHON
(TKK)
ASOSIASI
PROFESI
VVA
LPJK
(Proses Sertifikasi)
SKA/SKT
PEMOHON
(TKK) PORTAL
PERIZINAN
PUPR
LSP
(Proses
Sertifikasi)
LPJK
(Pencatatan
pada SIJKT/
SIKI)
ALUR
PERMOHONAN
LAMA
ALUR
PERMOHONAN
SBU BARU
PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 101 & 102
SKK-K
SKA/SKT DIUNDUH OLEH
TKK MELALUI SIKI
SKK-K
DIUNDUH
OLEH TKK
MELALUI
PORTAL
PERIZINAN
PUPR
Lampiran Permen PUPR No.51 Tahun 2015
OSS
TKK-K APT
CLSP/
LSP P3
LSP
TERLISENSI
Registrasi dan
Akreditasi oleh
LPJK
Lisensi
LSP oleh
BNSP
ALUR
PROSES LISENSI LSP
OSS
PP No. 14 Tahun 2021 - Pasal 30F
Rekomenda
si Lisensi LSP
oleh LPJK
LPPK Registrasi
oleh LPJK
CLSP/ LSP
P1/P2
BNSP
(No SKK &
No Reg)
membentuk
 


	10. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #10
PERUBAHAN PROSES BISNIS
PENGAJUAN PERMOHONAN SBU BARU
PEMOHON
ABU
VVA
LPJK
(Proses
Sertifikasi)
SBU
PEMOHON OSS
PORTAL
PERIZINAN
PUPR
LSBU
(Proses
Sertifikasi)
LPJK
(Pencatatan
pada
SIJKT/SIKI)
BUJK ABUT LSBU
LSBU
TERLISENSI
Registrasi dan
Akreditasi
oleh LPJK
Lisensi
LSBU oleh
LPJK
ALUR
PERMOHONAN
LAMA
ALUR
PERMOHONAN
TERBARU
ALUR
PROSES LSBU
PP No. 5 Tahun 2021 - Pasal 102 & 103
SBU
SBU DIUNDUH OLEH
BUJK MELALUI SIKI
SBU DIUNDUH OLEH
BUJK MELALUI OSS
Lampiran Permen PUPR - No.51 Tahun 2015
OSS
PP No. 14 Tahun 2021 - Pasal 41K - 41N
 


	11. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #11
TABEL KODIFIKASI STATUS SESUAI DENGAN
URUTAN PROSES SERTIFIKASI
NO
KODE
STATUS
KETERANGAN STATUS PENJELASAN
1 20 Validasi Petugas LSP/LSBU melakukan pengecekkan terhadap permohonan izin tersebut
2 10 Dokumen lengkap
Dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar oleh Petugas
LSP/LSBU yang selanjutnya akan disampaikan permohonan pembayaran
(invoice)
3 11 Dokumen tidak lengkap Dokumen permohonan izin belum lengkap dan dikembalikan ke pelaku usaha
4 30 Verifikasi pembayaran Petugas LSP/LSBU melakukan verifikasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha
5 31 Konfirmasi pembayaran
Petugas LSP/LSBU melakukan konfirmasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha
termasuk surat perjanjian sertifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses asesmen
oleh asesor
6 50 Disetujui
LSP/LSBU menyetujui permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen
(rekomendasi asesor)
7 70
Penghentian sementara
kegiatan berusaha
Petugas menghentikan sementara kegiatan berusaha, apabila izin tersebut
bermasalah
8 90 Ditolak
LSP/LSBU menolak permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen
(rekomendasi asesor)
8 91 Pencabutan Sertifikat dicabut
9 92 Pembatalan Permohonan dibatalkan
Khusus kolektif SKK : status 30 – invoice tahap 1, status 32 – pembayaran tahap 1
status 31 – invoice tahap 2, status 33 – pembayaran tahap 2
 


	12. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
#12
RELAKSASI
SERTIFIKASI BADAN USAHA
 


	13. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #13
PERBEDAAN & PERSAMAAN KBLI 2017, KBLI 2020
1. Dapat digunakan untuk tender
2. Masa berlaku 3th
3. Keabsahan dgn QR terbitan LPJK
PERBEDAAN
PERSAMAAN 4. Status proses tercatat di LPJK
5. Wajib menjadi anggota asosiasi
KBLI 2017 KBLI 2020
1. Persyaratan Kemampuan
2. Klasifikasi, Kbli, subklasifikasi, subkualifikasi
3. Sertifikasi oleh LPJK
4. Wajib melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui SIKI LPJK
6. SBU tertera kekayaan bersih & tahun KD
7. SBU terbitan LPJK ada usaha orang
perorangan
8. SBU untuk kualifikasi besar tanpa
pengalaman dari M1
9. SBU KBLI 2017 jumlah dibatasi sesuai PerMen
PU
10. Ada larangan bujk umum mengambil
spesialis
1. Persyaratan Kemampuan (+ peralatan, SMM,
SMAP)
2. Klasifikasi, Kbli, subklasifikasi
3. Sertifikasi oleh LSBU
4. Tanpa melalui VVA Asosiasi
5. Permohonan & terbit SBU melalui OSS
6. SBU tanpa informasi kekayaan bersih & KD
7. SBU dari LSBU tidak ada usaha orang perorangan
(usaha orang perorangan langsung oleh
Pemerintah tanpa melalui LSBU)
8. SBU tidak ada larangan usaha besar mengambil
kecil
9. Jumlah SBU KBLI 2020 yang dapat dimiliki
dibatasi nilai investasi (diatur di OSS saat memilih
KBLI)
10. Dapat mengambil BUJK umum dan spesialis
 


	14. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #14
PEMENUHAN DOKUMEN
PERSYARATAN PERMOHONAN SBU
1. PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 85
2. PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
3. SE Menteri PUPR No. 21 Tahun
2021 Huruf G angka 2d
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Pasal 4 ayat 3c dan 3d
Ketentuan sesuai :
Relaksasi sesuai :
Penjualan
Tahunan
Kemampuan
keuangan
Ketersediaan
TKK
Penyediaan
Peralatan
konstruksi
Penerapan
SMM
Penerapan
SMAP
Penjualan
Tahunan
Kemampuan
keuangan
Ketersediaan
TKK
Penyediaan
Peralatan
konstruksi
KTA Asosiasi
terdaftar di
LPJK
Penerapan
SMAP
 


	15. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #15
RELAKSASI KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN
BADAN USAHA PADA PENGALAMAN / PENJUALAN TAHUNAN
Nilai penjualan tahunan didasarkan pada
perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya
SBU konstruksi – (Pasal 86 Ayat 2)
PP No. 5 Tahun 2021
Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat
dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan
dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga)
kali masa perpanjangan yang dilakukan
sebelumnya secara berturut-turut
- (Pasal 9 ayat 4)
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Dalam hal penjualan tahunan sudah digunakan
pada subklasifikasi tertentu, penjualan tahunan
tidak dapat digunakan untuk permohonan
kualifikasi dan subklasifikasi yang berbeda –
(Pasal 86 Ayat 4)
Penjualan tahunan dapat digunakan untuk lebih
dari 1 (satu) Subklasifikasi berdasarkan
kesesuaian pekerjaan utama (major item) pada
penjualan tahunan tersebut
- (Pasal 9 ayat 7)
SBU Konstruksi berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang , serta dapat
dilakukan perubahan – (Pasal 100 Ayat 4)
R
E
L
A
K
S
A
S
I
 


	16. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #16
RELAKSASI KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN
BADAN USAHA PADA KEMAMPUAN KEUANGAN
Kemampuan Keuangan dinilai dari total ekuitas
Per Subklasifikasi
PP No. 5 Tahun 2021 – Pasal 87, 91 dan 96
1. Pemenuhan persyaratan terhadap
kemampuan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b,
dipenuhi berdasarkan kualifikasi usaha-
(Pasal 11 ayat 1)
2. Nilai aset yang harus dipenuhi untuk
dilakukan penilaian terhadap BUJK yang
bersifat spesialis tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini - (Pasal 12 ayat 2)
3. Nilai ekuitas dan asset diperoleh dari Neraca
keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan
public yang teregistrasi untuk BUJK menengah
dan besar (Pasal 11 ayat 2 dan 12 ayat 1)
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
R
E
L
A
K
S
A
S
I
Aset untuk jasa konsultasi bersifat spesialis paling
sedikit 500 juta (BUJKN) dan 1M (KP-BUJKA),
Aset untuk pekerjaan konstruksi bersifat spesialis
paling sedikit 5M (BUJKN) dan 10M (KP-BUJKA)
Nilai ekuitas diperoleh dari Neraca keuangan
BUJK hasil audit kantor akuntan public yang
teregistrasi untuk BUJK menengah dan besar
 


	17. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #17
RELAKSASI KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN
BADAN USAHA PADA KETERSEDIAAN TKK
1 orang tenaga kerja konstruksi yang menjabat
sebagai PJSKBU per subklasifikasi - (Pasal 92 &
Pasal 93)
PP No. 5 Tahun 2021
TKK yang menjabat sebagai PJSKBU dapat
merangkap paling banyak 5 (lima) Subklasifikasi
dalam 1 (satu) Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK –
(Pasal 13 ayat (5))
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Tenaga kerja konstruksi yang menjabat sebagai
PJSKBU pada badan usaha kualifikasi kecil
memiliki SKK Konstruksi minimal jenjang 5 (lima) –
(Pasal 93 huruf a poin 4)
Dalam hal persyaratan jenjang PJKSBU untuk BUJK
kualifikasi kecil belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat
dijabat oleh TKK lulusan sekolah menengah atas dengan
pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau sekolah
menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun di bidang Jasa Konstruksi – (Pasal 13 ayat (7))
Tenaga kerja konstruksi merupakan tenaga tetap
badan usaha yang tidak boleh merangkap
jabatan pada badan usaha lain (sehingga tidak
dapat mingikuti pemilihan penyedia dan
pengikatan kontrak Jasa Konstruksi) - (Pasal 88
ayat (3))
BUJK yang telah memiliki SBU dengan PJTBU dan/atau
PJSKBU yang sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU
pada BUJK lain, SBU dinyatakan sah digunakan untuk
mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak
Jasa Konstruksi - (Pasal 56 ayat (7))
BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib
melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sesuai
peraturan perundang-undangan sampai dengan 31
Desember 2022 - (Pasal 56 ayat (8))
R
E
L
A
K
S
A
S
I
 


	18. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #18
RELAKSASI KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN
BADAN USAHA PADA KETERSEDIAAN PERALATAN
Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
untuk masing-masing subklasifikasi yang
diambil – (Pasal 95)
PP No. 5 Tahun 2021
Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
(a.) milik sendiri yang dibuktikan dengan adanya bukti
hak milik; atau (b.) sewa yang dibuktikan dengan
adanya bukti perjanjian sewa paling sedikit selama 1
(satu) tahun - (pasal 14 ayat 3)
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan
penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi
dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah
diterbitkannya SBU Konstruksi
Penyediaan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) untuk jenis yang sama dapat digunakan
untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain
dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama - (pasal 14 ayat 7)
Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
Dalam hal pengujian peralatan konstruksi
sebagaimanadimaksud pada ayat (10) belum dapat
dilakukan oleh instansi yang membidangi
ketenagakerjaan di pemerintah daerah provinsi, BUJK
dapat menggunakan surat pernyataan kelayakan - (pasal
14 ayat 11)
R
E
L
A
K
S
A
S
I
 


	19. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #19
RELAKSASI KRITERIA PENILAIAN KELAYAKAN
BADAN USAHA PADA SMAP
SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Pemohon menyampaikan data Sistem
Manajemen Mutu dan Sistem Manejemen Anti
Penyuapan untuk pemenuhan persyaratan
sertifikasi badan usaha yang belum tercatat
dalam SIJK Terintegrasi. – (Huruf G angka 2)
Penerapan SMAP dapat dibuktikan dengan:
a. Sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi terakreditasi;
b. Dokumen SMAP ; atau
c. Surat pernyataan komitmen memenuhi
kelengkapan persyaratan dokumen
penyelenggaraan sistem manajemen anti
penyuapan paling lambat 1 (satu) tahun
untuk BUJK kualifikasi besar, paling lambat
2 (dua) tahun untuk BUJK kualifikasi
menengah dan spesialis, dan paling
lambat 3 (tiga) tahun untuk BUJK kualifikasi
kecil.
- Pasal 15 Ayat 1
R
E
L
A
K
S
A
S
I
 


	20. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #20
SBU yang menggunakan subklasifikasi
berdasarkan Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014
tentang Perubahan Permen PUPR No.
8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi
dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang
diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP)
serta Tim Penyelenggara Sertifikasi tetap berlaku
sampai berakhir masa berlakunya.
Pasal 56 ayat 4
BUJK yang telah memiliki SBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) namun izin usaha Jasa
Konstruksi belum efektif, tetap dapat mengikuti
pemilihan penyedia Jasa Konstruksi dan
pengikatan kontrak Jasa Konstruksi dengan
menyampaikan NIB dan SBU yang masih berlaku
(ayat 2 = BUJK KBLI 2017)
Pasal 56 ayat 6
BUJK yang telah memiliki NIB namun Sertifikat
Standar sedang dalam proses verifikasi dan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 ayat (1), tetap dapat mengikuti pemilihan
penyedia dan pengikatan kontrak Jasa Konstruksi
dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih
berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS
bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu
verifikasi persyaratan.
BUJK yang telah memiliki SBU dengan PJTBU
dan/atau PJSKBU yang sedang menjabat sebagai
PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, SBU
dinyatakan sah digunakan untuk mengikuti
pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak Jasa
Konstruksi
BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau
PJSKBU sesuai peraturan perundang-
undangan sampai dengan 31 Desember 2022
Pasal 56 ayat 8
PERMEN PUPR NO. 8 TAHUN 2022
KETENTUAN PERALIHAN
 


	21. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #21
SK DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO 144 TAHUN 2022
Penjualan
Tahunan
Penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku
SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-
turut atau dalam 9 (sembilan) tahun terakhir
Penilaian terhadap penjualan tahunan PMA untuk pengajuan sertifikasi badan usaha baru, dapat
dihitung berdasarkan pengalaman yang dimiliki BUJK pembentuk.
Kriteria penjualan tahunan untuk kegiatan usaha konstruksi bersifat spesialis tidak dipersyaratkan
nilainya namun BUJK dapat menyampaikan daftar pengalaman dan nilai penjualan tahunannya.
Kemampuan
Keuangan
Untuk usaha jasa konsultansi konstruksi sifat spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan
usaha.
Untuk usaha pekerjaan konstruksi sifat spesialis, nilai aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) dapat dipenuhi dengan neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha
Ketersediaan TKK
PJSK bagi usaha
pekerjaan
konstruksi
kualifikasi Kecil
Dalam hal persyaratan jenjang PJSKBU belum dapat dipenuhi, PJSKBU dapat dijabat oleh TKK
lulusan sekolah menengah atas dengan pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun atau
sekolah menengah kejuruan dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang Jasa
Konstruksi yang tercatat dalam SIMPAN dan memiliki SKK atau SKK jenjang 3.
Dalam hal ada jabatan kerja belum ada LSP beroperasi atau belum ada PTUK berfungsi dan
PJSKBU belum memiliki SKK, maka PJSKBU harus memiliki surat keterangan/sertifikat pelatihan
yang dilaksanakan pada tahun 2018-2022 sebelum SK Dirjen BK No 144/2022 terbit dan surat
pernyataan kebenaran data pelatihan
 


	22. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #22
PEMENUHAN TKK DENGAN SKA DAN
SKTK
CONTOH KONVERSI SKA 201 Ahli Utama
PADA SK DIRJEN BK NO 12.1/KPTS/DK/2022
 


	23. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #23
PEMENUHAN TKK DENGAN SKA DAN
SKTK
CONTOH KONVERSI PADA SK DIRJEN BK NO 12.1/KPTS/DK/2022
SKTK TS058 Kelas 1 menjadi jenjang 6
SKTK TS059 Kelas 1 menjadi jenjang 4
 


	24. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #24
PEMENUHAN PERALATAN
Permen PUPR No. 6 Tahun 2021
Lampiran IA
Permen PUPR No. 8 Tahun 2022
Lampiran huruf C
BS009
Kualifikasi Peralatan Utama
K crawler crane, crew boat, forklift, formwork
pier head, hydraulic breaker, hydraulic
drilling machine, ponton material supply,
video camcorder
M & B excavator, motor grader, bulldozer, pile
driving machine, flat bed truck, bored pile
machine, crawler crane, floating crane,
ponton, tug boat, pile hammer, horizontal
directional drilling (HDD).
Permen No 6 dan 8 saling melengkapi
BUJK yang memiliki alat pada kualifikasi M/B dapat untuk kualifikasi K
 


	25. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
#25
RELAKSASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI
KERJA KONSTRUKSI
 


	26. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #26
PERBEDAAN & PERSAMAAN SKK & SKA/SKT
1. Dapat digunakan untuk
persyaratan PJT/PJSK
2. TKK wajib menjadi anggota
Asosiasi untuk Kualifikasi Ahli
PERBEDAAN
PERSAMAAN 3. Keabsahan dengan QR terbitan
LPJK
4. Status proses tercatat di LPJK
SKK SKA/SKT
1. Masa berlaku SKK 5 tahun
2. Jumlah kepemilikan sertifikat SKK
dibatasi (PP 14 Th 2021 dan PerMen 8 Th
2022)
3. SKK ada jenjang dan jabatan kerja
4. SKK terbit dengan Nomor Registrasi dari
BNSP dan LPJK
5. SKK Sertifikasi melalui LSP
6. SKK tanpa melalui vva Asosiasi
1. Masa berlaku SKA/SKT 3 tahun
2. Jumlah kepemilikan Sertifikat SKA/SKT tidak
dibatasi
3. SKA/SKT hanya SubKlasifikasi dan
SubKualifikasi
4. SKA/SKT dengan Nomor Registrasi dari
LPJKN
5. SKA/SKT sertifikasi melalui LPJK
6. SKA/SKT wajib melalui Asosiasi
 


	27. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #27
RELAKSASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
SKK-K
OPERATOR
Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda
- (Pasal 28D huruf a angka 1)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima)
subklasifikasi dalam 3 (tiga) Klasifikasi yang
berbeda.
- (Pasal 28D huruf a angka 2)
Memiliki paling banyak 5 (lima) SKK
Konstruksi pada paling banyak 3 (tiga)
Klasifikasi yang berbeda
- (Pasal 34 huruf a)
SKK-K
TEKNISI/
ANALIS
Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda;
- (Pasal 28D huruf b angka 1)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima)
subklasifikasi dalam 2 (dua) Klasifikasi yang
berbeda.
- (Pasal 28D huruf b angka 2)
Memiliki paling banyak 5 (lima) SKK
Konstruksi pada paling banyak 2 (dua)
Klasifikasi yang berbeda
- (Pasal 34 huruf b)
PP NO. 14/2021 PERMEN PUPR NO. 8/2022
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	28. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #28
RELAKSASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
SKK-K
AHLI
Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda,
salah satunya merupakan manajemen
pelaksanaan
- (Pasal 28D huruf c angka 1)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
hanya boleh paling banyak untuk 3 (tiga)
subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang
sama.
- (Pasal 28D huruf c angka 2)
Memiliki paling banyak 5 (lima) SKK
Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang
berbeda, dimana salah satunya
merupakan klasifikasi manajemen
pelaksanaan
- (Pasal 34 huruf c)
PP NO. 14/2021 PERMEN PUPR NO. 8/2022
Klasifikasi manajemen pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1
hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua)
subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang
sama.
- (Pasal 28D huruf c angka 3)
 


	29. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #29
RELAKSASI PERSYARATAN DASAR
KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
SKK-K
Ahli Jenjang 9
Pendidikan S2/S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1
(pengalaman minimal 8 tahun)
Pendidikan Profesi (pengalaman minimal 10
tahun)
Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan
(pengalaman minimal 12 tahun)
[Lampiran II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja
Konstruksi]
PP NO. 14/2021 PERMEN PUPR NO. 8/2022
Strata-2 (S2)/Strata-2 (S2) Terapan/Pendidikan Spesialis 1
yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 4
(empat) tahun - (Pasal 27 ayat (4) huruf b.3)
Pendidikan Profesi yang memiliki pengalaman selama
paling sedikit 7 (tujuh) tahun
– (Pasal 27 ayat (4) huruf b.2)
strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) terapan/diploma-IV (D-IV)
terapan yang memiliki pengalaman selama paling
sedikit 8 (delapan) tahun – (Pasal 27 ayat (4) huruf b.1)
SKK-K
Ahli Jenjang 8
Pendidikan Profesi (pengalaman minimal 10 tahun)
Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan
(pengalaman minimal 12 tahun)
[Lampiran II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja
Konstruksi] Pendidikan Profesi yang memiliki pengalaman selama
paling sedikit 5 (lima) tahun – (Pasal 27 ayat (4) huruf a.2)
Strata-1 (S1)/Strata-1 (S1) Terapan/Diploma-IV (D-IV)
Terapan yang memiliki pengalaman selama paling
sedikit 6 (enam) tahun – (Pasal 27 ayat (4) huruf a.1)
SKK-K
Ahli Jenjang 7
Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan (dengan
pemberian kompetensi tambahan untuk fresh
graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun)
(pengalaman minimal 0 tahun)
[Lampiran II. Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja
Konstruksi]
SKK Konstruksi untuk kualifikasi jabatan ahli jenjang 7
(tujuh) lulusan baru (freshgraduate) diberikan kepada
calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2 (dua)
tahun) strata-1 (S1)/ strata-1 (S1) terapan/diploma-IV
(D-IV) terapan yang telah mengikuti kegiatan
pemberian kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga
puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan jarak jauh
sistem informasi belajar intensif mandiri bidang
konstruksi – (Pasal 28 ayat (1))
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	30. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #30
PERUBAHAN PERSYARATAN KHUSUS
TERKAIT SKK
RELAKSASI PERSYARATAN KHUSUS
“Pengalaman bekerja TKK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selama lebih dari
6 (enam) bulan dihitung sebagai
pengalaman 1 (satu) tahun”
Pengalaman bekerja TKK yang kurang
dari atau sama dengan 6 (enam) bulan
harus diakumulasi mencapai lebih dari
6 (enam) bulan untuk dapat dihitung
sebagai pengalaman 1 (satu)
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022 PASAL 27
 


	31. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #31
SKK KONSTRUKSI UNTUK LULUSAN BARU
(FRESHGRADUATE)
KRITERIA lulusan baru (freshgraduate) :
1. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling
lama 2 (dua) tahun) strata-1 (S1)/ strata-1
(S1) terapan/diploma-IV (D-IV) terapan
2. Telah mengikuti kegiatan pemberian
kompetensi tambahan sebanyak 32 (tiga
puluh dua) jam pelajaran dan pelatihan
jarak jauh sistem informasi belajar intensif
mandiri bidang konstruksi.
Kualifikasi dan Masa Berlaku :
1. kualifikasi jabatan ahli jenjang 7
(tujuh)
2. Masa berlaku 1 (satu) tahun
Pelaksana :
1. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi
dilakukan oleh LSP yang dibentuk lembaga
pendidikan (LSP P1)
2. Koordinator oleh unit pelaksana teknis
3. Dalam hal LSP P1 belum terbentuk, unit pelaksana
teknis yang mempunyai tugas melakukan
pemberdayaan dan pengawasan bidang
pembinaan Jasa Konstruksi dapat bekerja sama
dengan LSP pihak kesatu.
4. Dalam hal lembaga pendidikan belum termasuk
dalam daftar jejaring kerja, sertifikasi kompetensi
kerja dapat dilakukan dengan bekerja sama
dengan LSP pihak ketiga yang memiliki skema
sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan.
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022
PASAL 28
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022
PASAL 29
 


	32. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #32
SKK KONSTRUKSI UNTUK LULUSAN BARU
(FRESHGRADUATE)
KRITERIA lulusan baru (freshgraduate) :
1. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2
(dua) tahun) SMK bidang konstruksi program 3
(tiga) tahun dan sekolah menengah kejuruan
program 4 (empat) tahun sebanyak 12 (dua belas)
jam pelajaran;
2. Calon lulusan dan/atau lulusan (paling lama 2
(dua) tahun) Politeknik program diploma-III (D-III)
bidang konstruksi sebanyak 24 (dua puluh empat)
jam pelajaran.
Kualifikasi dan Masa Berlaku :
1. Calon Lulusan SMK kejuruan bidang konstruksi
program 3 (tiga) tahun pada kualifikasi jabatan
operator jenjang 2 (dua) dan sekolah menengah
kejuruan program 4 (empat) tahun pada kualifikasi
jabatan operator jenjang 3 (tiga);
2. Calon lulusan dan/atau lulusan Politeknik program
diploma-III (D-III) bidang konstruksi pada kualifikasi
jabatan teknisi atau analis jenjang 5 (lima).
Pelaksana :
1. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi
dilakukan oleh LSP yang dibentuk lembaga pendidikan
(LSP P1)
2. Koordinator oleh unit pelaksana teknis
3. Dalam hal LSP P1 belum terbentuk, unit pelaksana teknis
yang mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan
pengawasan bidang pembinaan Jasa Konstruksi dapat
bekerja sama dengan LSP pihak kesatu.
4. Dalam hal lembaga pendidikan belum termasuk dalam
daftar jejaring kerja, sertifikasi kompetensi kerja dapat
dilakukan dengan bekerja sama dengan LSP pihak ketiga
yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang
dibutuhkan.
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022
PASAL 28
PERMEN PUPR NO 8 TAHUN 2022
PASAL 29
 


	33. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #33
PERMEN PUPR NO. 8 TAHUN 2022
KETENTUAN PERALIHAN
SKA/SKT yang menggunakan kualifikasi,
klasifikasi, subklasifikasi berdasarkan
Perlem LPJKN no 5 dan 6 tahun 2017, yang
diterbitkan Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan
Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim
Penyelenggara Sertifikasi tetap berlaku
sampai berakhir masa berlakunya.
Pasal 57 ayat 1
SKA/SKT yang habis masa berlakunya dan
belum ada LSP terlisensi pengampunya
atau panitia teknis uji kompetensi belum
beroperasi dinyatakan masih berlaku
sampai dengan 31 Desember 2022
Pasal 57 ayat 4
SKA Arsitek yang habis masa berlaku
sebelum 7 Desember 2021 dan telah
dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi
Arsitek (STRA) dan belum ada LSP terlisensi
pengampunya atau atau panitia teknis uji
kompetensi belum beroperasi dinyatakan
masih berlaku sampai dengan 31
Desember 2022
SKA sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dan ayat 4 mengajukan permohonan
pencatatan kepada LPJK melalui SIKI
Client
Pasal 57 ayat 5
Sertifikat keahlian pada kualifikasi
jenjang ahli muda, ahli madya, dan
ahli utama dengan latar belakang
pendidikan diploma-III (D-III)
dinyatakan masih berlaku sampai
dengan 31 Desember 2024 dengan
terlebih dahulu melakukan registrasi
kepada LPJK paling lambat tanggal 31
Desember 2022.
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
#34
KEABSAHAN
SBU & SKK
 


	35. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #35
Pemeriksaan Keabsahan SKK Melalui
Aplikasi Jakontrust
Maka akan muncul
Data TKK dan masa
berlaku SKK tersebut
“Klik Fitur
Scan Barcode,
lalu arahkan
pada Barcode
yang ada pada
SKK”
*khusus terbitan tahun 2022
 


	36. Pemeriksaan Keabsahan SKK  Melalui Aplikasi Jakontrust
Maka akan muncul Data TKK
dan masa berlaku SKK
tersebut
“Klik Fitur
Scan Barcode,
lalu arahkan
pada Barcode
yang ada pada
SKK”
L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 


	37. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #37
Penelusuran Keabsahan Sertifikat Keahlian &
Sertifikat Keterampilan Melalui SPEKTRUM
Membuka halaman https://lpjk.pu.go.id, kemudian klik menu Garis Tiga
 


	38. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #38
Penelusuran Keabsahan Sertifikat Keahlian &
Sertifikat Keterampilan Melalui SPEKTRUM
Klik Menu Searching kemudian pilih
#SKA/SKT
Kemudian Klik Menu ”CEK PROSES &
REGISTRASI SKA/SKT”
 


	39. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #39
Penelusuran Keabsahan Sertifikat Keahlian &
Sertifikat Keterampilan Melalui SPEKTRUM
NIK KTP TKK Nama TKK
Klik Menu Detail Untuk
Informasi Lebih Lanjut
PILIH MENU PROSES REGISTRASI
Klik Angka Status untuk mencetak
status proses
perpanjangan/perubahan
Pilih Menu Pencarian dan input
Nama TKK /NIK KTP TKK
 


	40. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #40
Penelusuran Keabsahan SKK-K Melalui
SPEKTRUM
Klik Menu “Cek Status
Permohonan SKK”
Membuka halaman https://lpjk.pu.go.id
 


	41. L E M  B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT #41
Penelusuran Keabsahan SKK-K Melalui
SPEKTRUM
ID -
Izin
NIK Nama TKK
Pilih Menu Pencarian dan input
ID Izin / NIK / Nama TKK
Klik Menu Detail
Untuk Informasi
Lebih Lanjut
 


	42. Pemeriksaan Keabsahan SBU  Melalui Aplikasi Jakontrust
Maka akan muncul Data
Badan Usaha dan masa
berlaku SBU tersebut
“Klik Fitur Scan
Barcode, lalu
arahkan pada
Barcode yang
ada pada SBU”
 


	43. Penelusuran Keabsahan Sertifikat  Badan Usaha
KBLI 2017 Melalui SPEKTRUM
Membuka halaman https://lpjk.pu.go.id, kemudian klik menu Garis Tiga
L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 


	44. Klik Menu Searching  kemudian pilih #SBU
Kemudian Klik Menu ”CEK PROSES &
REGISTRASI BADAN USAHA”
Penelusuran Keabsahan Sertifikat Badan Usaha
KBLI 2017 Melalui SPEKTRUM
L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 


	45. Nama Badan
Usaha
NPWP Badan  Usaha
Klik Menu Detail Untuk
Informasi Lebih Lanjut
PILIH MENU PROSES REGISTRASI
Pilih Menu Pencarian dan
input Nama BU / NPWP BU
Penelusuran Keabsahan Sertifikat Badan Usaha
KBLI 2017 Melalui SPEKTRUM
 


	46. Penelusuran Keabsahan SBU  KBLI 2020 Melalui SPEKTRUM
Klik Menu “Cek Status
Permohonan SBU”
Membuka halaman https://lpjk.pu.go.id
L E M B A G A P E N G E M B A N G A N J A S A K O N S T R U K S I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 


	47. ID - Izin  NIB Nama Badan Usaha
Penelusuran Keabsahan SBU Melalui SPEKTRUM
Pilih Menu Pencarian dan input
ID Izin / Nama BU / NPWP BU
Klik Menu Detail Untuk
Informasi Lebih Lanjut
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LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12110
Phone : +62 21-27093738
sekretariatlpjk@pu.go.id
https://lpjk.pu.go.id
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